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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  

DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

Nomor : 100.3.3/7/Dinsospprpa-Ps/2026 
 

TENTANG 
PENEPATAN MAKLUMAT PELAYANAN 

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN PESISIR SELATAN  

TAHUN 2026 
 

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,  

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 2009 

tentang pelayanan publik perlu disusun langkah-langkah 

antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan 

publik berkualitas dan prima; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Maklumat 

Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan 

Sosial, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 12, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 

4967) 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5357);   

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 615); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 706); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang 

Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 650); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 

2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini; 

 



KEDUA 
 
 
 
 
 
 
KETIGA 
 

: 
 
 
 
 
 
: 

Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Pesisir Selatan; 

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini 

dibebaskan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 
Ditetapkan di : Pesisir Selatan 
Pada tanggal : 2 Januari 2026 
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN PESISR SELATAN 

                                   
 
 
                                         
 

ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP 
Pembina (IV/a) 
NIP. 19830523 200212 1 002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lampiran  :  
Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor  : 100.3.3/7/Dinsospprpa-Ps/2026 
Tanggal  : 2 JANUARI 2026 
Tentang : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS  SOSIAL, PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2026 

 

 

MAKLUMAT PELAYANAN  

 

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai  

    Dangan standar pelayanan 

2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai  

    dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 

3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan  

    kompetensi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.  

 

 

 

Ditetapkan di : Pesisir Selatan 
Pada tanggal : 2 Januari 2026 
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

                                   
                                         
 
 

ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP 
Pembina (IV/a) 
NIP. 19830523 200212 1 002  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


